PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH

NOMOR 9 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASY DAN TATA KERJA
BALAX INFORMASI DAN PENYULUHAN PERTANIAN

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN ACEH TENGAH
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BUPATI ACEH TENGAH

Bahwa dalam rangka meningkatkan dan
mengembangkan usaha dibidang pertanian secara
berdaya guna dan berhasil guna sebagai salah satu
upaya untuk i tkan produksi i di
Kabupaten Aceh Tengah, maka dipandang periu
membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai
Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Aceh
Tengah. 2

. Bahwa untuk maksud tersebut perlu, menetapkan dalam

suatu Peraturan Daerab,

. Undang-Undang Nemer 7 (drt) Tahun 1956, tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Jo
Undang-Undang Nomer 4 Tahun 1974, tentang
Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara;
Undang-Undang Neomor 22 Tshun 1892, tentang
Pemerintahan Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nemor 45 Tahun 1992, tentang

Penyelenggaraan Gtoromi Daerah dengan Titik Berat
pada Daerah Tingkat IT;

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahus 1999, tentang
Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993,
tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah
Perubahan;

. Keputusan Menteri Dalam Megeri Nomor 39 Tahun 1992,

tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;

. Keputusan Menteri Dalam Megeri Nomer 35 Tahun 1999,

tantang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian
Kabupaten/Kotamadya Dasrah Tingkat II;

Dengan ... 2



Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh
h,

Tengah.

Menetapkan

MEMUTUSKAN

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISAS] DAN TATA KERIA
BALAT INFORMASI DAN  PENYULUHAN  PERTANIAN
KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I
KETENTDAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Tengah;

b. Pemerintah  Daerah  adalah  Pemerinteh  Daerah
Kabupaten Aceh Tengah, terdin atas Kepala Daerah
beserta Perangkat Daerah lainnya;

. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Tengah;

. Sekretaris Daerah adaleh Sekretaris Daersh Kabupaten
Aceh Tengah ;

d. Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian adalah Balai
Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Aceh
Tengah yang selanjutnya disebut BIPP;

. Kepala Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian adalah
Pimpinan Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian
Kabupaten Aceh Tengah, yang selanjutnya disebut
Kepala BIPP;

f. Penyuluhan Pertanian adaiah Sistim Pendidikan Luar
Sekolah di Bidang Pertanian untuk petani/nelayan dan
keluarganya serta anggota masyarakat pertanian agar
dinamika dan kemampuannya dalam memperbaiki
kehidupan dan penghidupannys dengan kekuatan
sandiri dapat berkembang, sahingga dapat
meningkatkan peranan dan peran sertanyz dalam
pembangunan pertanian;

. Penyuluh pertanian adalah Psgawai Negeri Sipil yang
diberi tugas melakukan kegiatan penyuluhan pertanian
secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan
organisasi lingkup pertanian.
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BAB I
PEMBENTUKAN

Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Balai Informasi dan
Penyuluhan Pertanian Daarah.
BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

(1) BIPP adaiah Lembaga non Struktural yang herada
dibawah dan bertanggung jeweb kepada Bupati
melalul Sekretaris Daeraly;

(2) BIPP dipimpin oleh seorang Kepala dengan Jabatan
Fungsional Penyuluh Pertanian.

Pasal 4
BIPP mempunysi tugss pnknk melaksanlknn kegiatan di

bidang n pertanian
yang d|serahkan kepada pemer] mtah

Pasal 5
‘Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 4,
BIPP mempunyai fungsi :
a, Penyusunan program penyuluh pertanian;

b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja penyuluhan
pertanian;

Penyediaan, penyebaren dan pslayanan informasi
pertanian;

Pembinaan pengelolaan BPF;

Koordinasi penyelenggaraan penyuluhan  pertanian
tingkat kecamatan,

Pemantauan dan evaluasi;

Pengelclaan sentra komunikasi pembangunan pertanian
di Kabupaten Aceh Tengah;

h, Pelatihan/kursus bagl penyuluh pertanian dan petani
nelayan;
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i. Panumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani
nelayan;

j. Bimbingan psnggunaan sarana usaha petani nelayan;

k. Percontohan pertanian;

|. Pengelolaan perpustakasn;

m.Pengkajlan penerapan tekhologi pertanian;

n. Pernbarian pelayanan  tekmis  atas pelaksanaan
ponyulihan;

. Pelayanan urusan ketatausahaan

p. Melaicsanakan lugas-tugas lain yang diberikan ofeh
Bupati .

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
fasal 8
1) Susunan organisasi BIPP terdirl darf .
a, Kepala;
b. Patugas Tata Usaha;
¢ Kelompok Jabatan Fungsional;
d. BPP.

{2) Bagan Organisasi BIPP sebagaimana tersebut dalam
i lampiran peraturan daerah ini merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7
 Kepala BIPF mempunyal tugas pokok  fremimpin,
mengkoordinasikan  dan mengendalikan  BIPP  dalam
melaksanakan pelayanan informasi dan panyslenggaraan
penyuluhan pertanian yang diserabkan kepada Pemerintah
Daarah.

Pasal

Petugas Tata Ussha mempunyai tugas ' pekok
melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian,
keuangan, surat menyurat, kerumahtanggaan dan
perlengkaparn.

Pasal 9
Kelompok jabatan Fungsional mempunyal tugas pokok
melaksanakan kegiatan BIPP sesuai dengan bidang
keahlian masing-masing

Pasal 10 ... 5
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Pasal 10

Kalompok jebatan fungsional sebagaimana dimaksud
dalam pasa! 9,terdiri dari sejumlah tanaga penyuluh
pertanian dan jahatan fungsional lain sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K jabatan i penyuluh pertanian dan
jabaten fungsional lainnya, dikoordinasikan oleh
pemangku jabatan funglonal senior yang ditunjuk cleh
kepala BIPP;

Jumlah kelompok jabatan fungsional penyuluh
pertanian dan jabatan fungsional lain ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

Jenis dan jenjang kelompok jabatan fungsional
penyuluh  pertanian  dan  jabatan fungsional lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur
sesual dengan peraturan perundang-undangan yang
bertaku.

Pasal 11

Balal Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut
BFF adalah merupakan instalasi dan sekaligus bagian
dari  institusi BIPP  dalam  menyelenggarakan
penyuluhan pertanian di kecamatan;

Disetiap BFP ditempatkan sekelompok penyuluh
pertanian yang dikoordinasikan oleh seorang penyuluh
pertanian yang senior.

BAB IV
TATA KERIA

Pasal 12

Hal-hal yang menjadi tugas pokok BIPP, merupakan
satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat
dipisahkan;

Pelakasanaan fungsi BIPP sebagal unsur pelaksana
pemerintah daerah dibidang pelayanan informasi dan
penyelenggaraan, panyuluhan pertanian, kegiatan
operasionalnya  diselenggarakan oleh  BPP dan
kelompok  jabatan fungsional menurut  bidang
tugasiya masing-masing;

(3} Pengaturan ... &




{3) Pengaturan aspek ketataloksanaan BIPP yang meliputi
Prosedur Operasional Stendar (POS), hubungan kerja,
tata cara kerja dan pedoman kerja, ditetapkan lebih
lanjut cleh Bupati Kepala Daerah.

Fasal 13

Setiap laporan yang diterima oleh BIPP dan BPP dapat
dipergunakan sebagai bahan penyusunan laparan dan
petunjule lebih lanjut.

.BAB V¥
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasall4

(1) Pengangkstan dan permberhentian Kepala BIPP
ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati;

{2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat lainnya
dilingkungan BIPP ditetapkan berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN LATN LAIN
Pasal 15
Piaya penyelenggarsan BIPP dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh:
Tengah, serta sumber lain yang sah.
Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini,
akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang
mengenai peraturan pelaksanaannya dengan
mermperhatikan ketentuan pedoman yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daecrah ini, maka segala
kebentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini
dinyatakan tidak beriaku.

Pacal 18...6




Pasal 18

Peraturan Daerali ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan,

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Acah Tengah.

Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tangah
Tahun 2000 Nemor & ’




LAMPIRAN ; PERATURAN DAERAH KABUPATEN

NOMOR: 9
TANGGAL :03 APRIL 2000

STRUKTUR ORGANISAS! DAN TATA KERJA BALAI INFORMAS!
DAN PENYULUHAN PERTANIAN KABUPATEN ACEH TENGAH

L KEPALA BALAI

PETUGAS
TATA USAHA




PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : 3 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN CRGANISASI DAN TATA KERIA
BALAI INFORMASI DAN PENYULUHAN PERTANIAN
KABUPATEN ACEH TENGAH

I PEMIELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan tugas
{ pemerintah di bidang pertanlan secara berdaya guna dan berhasil
guna dipi periu susunan isasi dan tata
kerja Balai Informasi Penyuluhan Pertanian  sesuai dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1999 tentang
Pedoman Pembentukan Organisast dan Tata Kerja Balai Informasi *
dan Penyuluhan Pertanian.

1L Penjelasan Pasal demi Pasal

Pasal 1 sampal dengan Pasal 18, cukup jelas
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